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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang 

berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di 

wilayah perkotaan, tetapi juga merambah daerah non-metropolitan, termasuk Kabupaten Ponorogo. Pemerintah 

telah menetapkan berbagai kebijakan hukum untuk menanggulangi judi online, namun dalam praktiknya 

penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi kebijakan penanggulangan judi online di Kabupaten Ponorogo serta mengkaji dilema dan 

hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap praktik tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-

undangan dan dokumen terkait, serta observasi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model 

analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan judi online di Ponorogo 

telah dilaksanakan melalui upaya penindakan dan pencegahan, namun belum berjalan secara optimal. Kondisi 

geografis yang didominasi wilayah perdesaan dan kondisi demografis masyarakat dengan tingkat literasi hukum 

dan ekonomi yang beragam berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum 

menghadapi dilema antara tuntutan penegakan hukum secara formal dengan pertimbangan sosial, kemanusiaan, 

dan keterbatasan teknis. Hambatan tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat selektif dan 

reaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online memerlukan pendekatan yang lebih 

komprehensif dengan memperhatikan konteks lokal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta 

penguatan upaya preventif di Masyarakat. 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Implementasi Kebijakan, Aparat Penegak Hukum 

 

 

ABSTRACT 

The rapid development of information technology has led to a significant increase in online gambling 

practices, which have broad social and economic impacts on society. This phenomenon is not limited to urban 

areas but has also spread to non-metropolitan regions, including Ponorogo Regency. The government has 

established various legal policies to address online gambling; however, in practice, law enforcement still faces 

numerous challenges. This study aims to analyze the implementation of online gambling prevention policies in 

Ponorogo Regency and to examine the dilemmas and obstacles faced by law enforcement officers in enforcing 

the law against online gambling practices. 

This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected 

through in-depth interviews with law enforcement officers, documentation studies of relevant laws and 

regulations, and field observations. The collected data were analyzed using an interactive analysis model 

consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The findings indicate that the implementation of online gambling prevention policies in Ponorogo has 

been carried out through both repressive and preventive measures; however, it has not yet been fully effective. 

The geographical conditions of Ponorogo, which are predominantly rural, along with the demographic 

characteristics of the community, including varying levels of legal awareness and economic conditions, 

significantly affect the effectiveness of law enforcement. Law enforcement officers face dilemmas between the 

demands of formal legal enforcement and considerations of social, humanitarian, and technical limitations. 

These challenges result in law enforcement actions that tend to be selective and reactive. This study concludes 

that addressing online gambling requires a more comprehensive approach that takes local conditions into 

account, enhances the capacity of law enforcement agencies, and strengthens preventive efforts within the 

community. 

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Policy Implementation, Law Enforcement Officers. 


